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ABSTRAK
Lahirnya otonomi desa menjadikan desa untuk lebih mandiri dalam mengurus rumah tangga desanya. Dengan ditebitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa membuat pemerintahan desa memiliki badan otonomi sendiri untuk mengelola keuangan desa. Peran dan tanggungjawab yang diterima oleh desa belum dimbangi dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Meskipun dana yang dimiliki oleh suatu desa sangat besar, tetapi bila tidak diatur dengan baik dalam perencanaan dan penggunanya, maka akan mengakibatkan dana tersebut menjadi sia-sia atau tidak bisa memberikan hasil yang maksimal dalam penggunaan dana desa tersebut. Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah kewenangan pengelolaan dana desa dalam perspektif otonomi desa di Desa Wiyono dan prosedur serta substansi pengelolaan dana desa di Desa Wiyono Kabupaten Pesawaran. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, serta metode pengumpulan data yang dipakai adalah studi kepustakaan dan dianalisa secara kualitatif. Penelitian ini menunjukan bahwa dalam pengelolaan dana desa pemerintah desa memliki kewenangan penuh dalam mengelolaan dana desa, hal ini dikarenakan desa memiliki otonomi untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Adanya Dana Desa bertujuan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Desa sebagai ujung tombak pembangunan di tingkat bawah mempunyai beban yang sangat besar terutama dalam pengalokasian dana desa. Desa Wiyono di Kabupaten Pesawaran merupakan salah satu penerima dana yang di alokasi untuk desa, dan Desa Wiyono Sudah mengalokasikan dana tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat setempat. Prosedur dan substansi yang dilakukan dalam pengalokasian dana desa tersebut menjadikan tepat sasaran dalam pengalokasian dana desa yang dicita-citakan pemerintah.
Kata Kunci: Kebijakan Hukum, Otonomi Desa, dan Pengelolaan Dana Desa.

A. PENDAHULUAN

Desa merupakan salah satu kesatuan masyarakat hukum, maka dalam kehidupan dibatasi oleh sebuah peraturan yang harus ditaati. Peraturan dibuat dengan tujuan agar hidup dalam kehidupan bermasyarakat tercipta suatu kehidupan yang harmonis, adil, aman dan makmur. Desa merupakan intuisi yang otonom dengan tradisi adat istiadat yang terdiri secara relatif mandiri.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya,  telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki termasuk didalamnya pengelolaan keuangan, kekayaan alam milik desa dan pembangunan desa. Tahun 2018 telah dialokasikan dana sebesar 60 triliun kepada seluruh desa yang tersebar di Indonesia, jumlah desa yang ada saat ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2015 sebanyak 74.950 desa. Selain dana desa, sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Desa, Desa memiliki Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Transfer  berupa Alokasi Dana Desa; Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota dan Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hal tersebut, desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat sesuai kondisi sosial dan budaya termasuk dalam pengaturan keuangan. Penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan dapat mendorong peningkatan kapasitas dan kemandirian melalui partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaanya diwujudkan dalam bentuk sistem pemerintahan yang mengatur rencana pengembangan jangka panjang, kebijakan dan peraturan desa serta sumber pembiayaan pembangunan.
 Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan secara tegas dan konsisten tentang anggaran biaya pembangunan desa baik ditingkat nasional hingga daerah. Kewenangan daerah untuk mengatur proporsi anggaran pembangunan desa sangat penting sebagai wujud keberpihakan kepada kepada masyarakat desa.
Dana desa merupakan bentuk bantuan dari pemerintah sebagai sarana penunjang dan sarana penstimulus pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ada di desa, bantuan tersebut dipergunakan sebagai fasilitas masyarakat dalam mengembangkan dan memajukan produktivitas sebuah desa. Anggaran pemerintah yang diberikan kepada desa pada hakikatnya digunakan untuk meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. 
Pelaksanaan otonomi desa mendorong pemerintah dan masyarakat desa untuk lebih mandiri dalam mengatur dan mengurus rumah tangga desa, termasuk dalam hal ini adalah mengatur dan mengurus Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), Pendapatan Asli Desa (PADesa) sebagai salah satu sumber anggaran penerimaan  atau pendapatan desa memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan desa, dan bagi pelaksanaan otonomi Desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan bagian integral dari perangkat kebijakan pembangunan dan rumah tangga desa. Dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di desa diperlukan kepastian biaya yang berasal dari berbagai sumber baik pemerintah, swasta maupun masyarakat setempat.

Tahap perencanaan dan penganggaran, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat desa yang direfresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa  serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa.
 Oleh karena itu pemerintah desa  harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya. Semua kegiatan harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Peran dan tanggungjawab yang diterima oleh desa belum dimbangi dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Besarnya dana yang harus dikelola oleh pemerintah desa memiliki risiko yang cukup tinggi dalam pengelolaannya.
 Oleh sebab itu pemerintah, pemerintahan provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota turut membantu memberdayakan masyarakat desa dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan desa.

Meskipun dana yang dimiliki oleh suatu desa sangat besar, tetapi bila tidak diatur dengan baik dalam perencanaan dan penggunanya, maka akan mengakibatkan dana tersebut menjadi sia-sia atau tidak bisa memberikan hasil yang maksimal kepala desa tersebut. Menurut sukasmanto, dalam proses implementasi anggaran desa dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, tanggapan terhadap aspirasi yang berkembang dimasyarakat, dan disusun secara profesional.

Pengelolaan dana desa di harapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat yang sejahtera akan menjadikan negara kuat dan mampu bersaing dengan negara-negara yang lain. Kesejahteraan merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan hidup yang semakin berkulaitas, oleh karena itu kesejahteraan merupakan nilai utaa yang selalu diupayakan untuk dapat diwujudkan oleh setiap manuasi. Dana desa merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu harus fikelola dengan baik agar efektif dan efisien.

Desa Wiyono Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran merupakan  salah satu desa yang menerima alokasi dana desa. Setiap aparat di Desa Wiyono dituntut untuk mampu mengelola alokasi dana desa sesuai dengan pembangunan desa berbasis pemberdayaan. Dengan dikeluarkannya alokasi dana desa oleh pemerintah menjadikan Desa Wiyono semakin mudah untuk berkembang. Pengelolaa  dana desa di Desa Wiyono merupakan kewenangan aparat desa dengan tujuan untuk kemakmuran masyarakat Desa Wiyono. Namun dalam pengelolaan dana desa tersebut belum berjalan secara optimal, hal tersebut dikarenakan Aparat Desa Wiyono belum belum memahami sepenuhnya peraturan perundang-undangan terkait dengan pengelolaan dana desa. Dampak dari hal tersebut penggunaan dana desa di Desa Wiyono belum teralisasi dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan dilaksanakannya pengelolaan dana desa Wiyono diharapkan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan bisa lebih sederhana dan mudah dimengerti sehingga penggunaan dana desa lebih optimal. Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah kewenangan pengelolaan dana desa dalam perspektif otonomi desa di Desa Wiyono dan prosedur serta substansi pengelolaan dana desa di Desa Wiyono Kabupaten Pesawaran.

B. METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan kajian literatur. Kajian literatur atau penelitian kepustakaan (literature review atau literature research) merupakan penelitian yang menelaah, meninjau atau mengkaji secara kritis suatu pengetahuan, gagasan, ide atau temuan yang terdapat dalam suatu literatur dengan berorientasi akademik (academic-oriented literature), serta merumuskan dan mengkonstruk kontribusi teoritis dan metodologis untuk suatu topik tertentu. Fokus dari kajian literatur adalah menemukan berbagai gagasan, prinsip, dalil, teori, atau hukum yang digunakan untuk menelaah dan menganalisis sebagai upaya dalam menjawab pertanyaan penelitian yang dirumuskan. Metode analisis dalam penelitian dengan kajian literatur ini adalah bersifat analisis deskriptif, yaitu  intepretasi gagasan atau informasi/ data dilakukan secara teratur kemudian diberikan penjelasan secara jelas agar dapat dipahami dengan baik. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan socio-legal. Socio-legal stuies mengembangakan anti metanarasi, anti totalitas dan anti universalitas kedalam kajian-kajian menganai hukum. 
Langkah dan atau proses penulisan kajian lieratur mengikuti beberapa cara yaitu mendefinisikan topik, menulis sebuah pertanyaan spesifik untuk memberikan arahan penilitian, melakukan penelitian, analisis dan evaluasi, thesis statement, dan menulis kajian literatur. Kegiatan penelitian dalam kajian literatur meliputi kegiatan menemukan sumber yang relevan, membaca dan mecatat pikiran utama, kesimpulan, kekuatan, kelemahan dari penelitian. Analisis dan evaluasi dalam kajian literature meliputi kegiatan menilai bagaimana setiap sumber berhubungan dengan penelitian lain di lapangan, mengelompokan sumber  berdasarkan  tema  dan  topik,  atau  metodologi,  serta mengevaluasi penelitian secara kritis. Thesis statement berisi fokus menyeluruh untuk tinjauan literatur dan juga poin pendukung utama yang ditemukan dalam literatur.
C. PEMBAHASAN
1. Kewenangan Aparat Desa dan Prosedur serta Substansi Terhadap Penggunaan Dana Desa Dalam Perspektif Otonomi Desa di Desa Wiyono Kabupaten Pesawaran
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa mempunya hak-hak otonom. Sebagai sebuah kawasan yang otonom memang memberikan hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa serta proses pembangunan desa. salah satu desa yang memiliki hak istimewa dalah Desa Wiyono Kabupaten Peswaran.
Widjaja menyatakan, bahwa Otonomi Desa merupakan otomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonpmi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mmpunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayan, harta benda, serta dapat dituntut dan menuntut dimuka pengadilan.

Dengan dikeluarkanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan landasan kuat bagi desa dalam mewujudkan “Development community” dimana desa tidak lagi sebagai level administrasi atau bawahan daerah tetapi sebaliknya sebagai “Independen Community” yaitu desa dan masyarakat berhak berbicara atas kepentingan masyarakat sendiri. Desa diberikan kewenangan untuk mengatur desanya secara mandiri termasuk bidang sosial, politik, dan ekonomi.

Bagi desa, otonomi yang dimiliki desa berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah Provinsi maupun daerah Kabupaten/Kota. Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan usul-usul dan adat istiadat masyarakatnya selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari pemerintah. Desa atau disebut dengan nama lainnya, yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional berada di daerah Kabupaten. Landasan pemikiran yang perlu dikembangkan saat ini adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Otonomi Desa Wiyono Kabupaten Pesawaran merupakan hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan Kabupaten/Kota diserahkan peraturanya kepada desa.

Perlu ditegaskan kembali bahwa tiada hak tanpa kewajiban, tiada kewenangan tanpa tanggungjawab dan tiada kebebasan tanpa batas. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan dari bangsa dan Negara Indonesia. Pelaksanaan hak, wewenang, dan kebebasan otonomi desa menuntut tanggungjawab untuk memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Desa Wiyono Memiliki Anggaran Dana Desa yang dikelola oleh Aparat desa secara utuh. Adapaun pendapatan yang diperoleh oleh desa Wiyono adalah sebagai berikut:
	No
	Asal Dana
	Nominal

	1
	Alokasi Dana  Desa
	Rp. 416.971.000,-

	2
	Dana  Desa
	Rp. 1.024.797.000,-

	3
	Bantuan Provinsi
	Rp. 106.000.000,-

	4
	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
	Rp. 10.509.000,-

	5
	SILPA 2017
	Rp. 20.925.491,-

	JUMLAH
	Rp. 1.579.201.491



Sumber: APBDesa Wiyono Kabupaten Pesawaran Tahun 2018
	No
	Jenis Penggunaan
	Nominal

	1
	Bidang Penyelenggaran Pemerintahan  Desa
	Rp. 367.633.951

	2
	Bidang Pembangunan Inpfrastruktur  Desa
	Rp. 923.146.600

	3
	Bidang Pembinaan Masyarakat  Desa
	Rp.   86.771.900

	4
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat  Desa
	Rp. 201. 650.400

	JUMLAH
	Rp.1.579.202.850



Sumber: APBDesa Wiyono Kabupaten Pesawaran Tahun 2018
Dalam hal penggunaan dana untuk pembangunan adalah sebagai berikut:

	NO
	JENIS PEMBANGUNAN
	VOLUME
	NILAI

	1
	Pembangunan rehab jembatan gantung
	P=58 M

L=2 M
	Rp. 43. 643.900

	2
	Pos Ronda
	P=3 M

L=2 M
	Rp.14.421.700

	3
	Pembangunan Drainase
	P=68 x 0,8m x 0,6m
	Rp.46.847.900

	4
	Pembangunan Drainase
	P=100 M x 0,6 m x 0,6m
	Rp.57.819.900

	5
	Pembangunan Drainase
	P=400 M x 0,5m x 0,5m
	Rp.184.919.100

	6
	Pengadaan Penerangan Lingkungan pemukiman
	3
	Rp.109.765.800

	7
	Pembangunan Drainase
	P=520 M x 0,5m x 0,5m
	Rp.234.303.100

	
	JUMLAH                                                                      Rp. 691.721.400



Sumber: APBDesa Wiyono Kabupaten Pesawaran Tahun 2018
Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Wiyono Kabupaten  Pesawaran merupakan dana yang dialokasikan, yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota. Dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah wujud rekognisi Negara kepada desa. Bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota untuk desa paling sedikit 10% dari distribusi proporsional untuk setiap desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembanguan desa melalui peningkatan pelayanan publik didesa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Oleh karena itu ADD dapat digunkaan dalam pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan keuanagan desa.

Dalam pengelolaan keuangan desa, pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerinta desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan adalah Kepala Desa dan Aparat Desa lainnya. Kepala Desa bertugas untuk menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes, menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTKPD), menetapkan petugas pemungutan penerimaan desa, menyetujui pengeluaran yang ditetapkan dalam APBDes. PTKPD terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi (Kasi), dan Bendahara. Tugas dari sekretaris desa adalah menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDes, menyusun Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang APBDes, perubahan APBDes dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes. Kepala Seksi bertugas menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tenggungjawabnya, melaksanakan kegiatan bersama Lembaga Kemasyarakat Desa (LKD) yang ditetapkan dalam APBDes. Sedangkan Bendahara bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatusahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes.

Berdasarkan penjelasan diatas maka kewenangan aparat desa sangat penting dan sangat berpengaruh dalam pengelolaan dana desa, sehingga dalam penerapan dan pelaksanaan sesuai dengan harapan dari pemerintah pusat dan dapat meratakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa dapat berjalan dengan mestinya dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
2. Proses Penyeluran Dana Desa Perspektif Otonomi Desa

Keuangan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.  Hak dan Kewajiban ini dapat menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa. Asas pengelolaan keuangan desa yaitu Transparansi, Akunrabel, Partisipatif, Tertib dan Disiplin Anggaran.
Berdasarkan dari tahap  persiapan di Desa Wiyono Kabupaten Pesawaran, sebagian besar sudah mengikuti peraturan perundang-undangan dan peraturan Bupati  Pesawaran, namun ada satu kejanggalan yang berakibat fatal dalam menyusun dan menentukan APBDesa yaitu tidak mengikut sertakan masyarakat. Hal ini berakibat tidak akan sesuai pembangunan yang diinginkan oleh masyarakat, karena dalam proses penyusunan APBDesa ini memuat semua jenis anggaran yang dipriorotaskan untuk anggaran belanja satu tahun kedepan. Demikian juga dengan penggunaan dana yang bersumber dari APBDesa tahun 2018, menurut hasil wawancara dengan masyarakat Desa Wiyono Kabupaten Pesawaran bahwa dana Desa yang bergulir tidak tepat pada sasaran yang diinginkan, aparat Desa menggunakan dana Desa tersebut diprioritaskan untuk pembangunan drainase, padahal masih banyak jalan yang rusak yang perlu diperbaiki dan jalan tersebut merupakan jalan Desa bukan jalan kabupaten ataupun provinsi tidak dimasukkan di dalam anggaran belanja Desa tersebut. Hal itulah yang membuat dana Desa tersebut tidak tepat sasaran yang diinginkan oleh masyarakat Desa Wiyono Kabupaten Pesawaran.
Untuk bisa mendapatkan alokasi dana desa, pemerintah desa Wiyono Kabupaten Pesawaran harus mejalankan mekanisme dan persyaratan penyeluran alokasi dana desa. mekanisme yang pertama adalah pemerintah desa membuka rekening desa yang nantinya rekening kas desa tersebut akan menerima penyeluran dana desa dari pemerintah pusat. Persyaratan penyaluran dana desa yaitu, pada Tahap I pemerintah desa harus menyerahkan laporan realisasi penggunaan dana desa tahun sebelumnya dan menunjukan peraturan desa mengenai APBDes. Kemudian untuk Tahap II, pemerintah desa harus menyerahkan laporan penggunaan dana desa Tahap I dan paling kurang 50% dari dana desa Tahap I telah digunakan.
Dalam pencairan dana desa setiap satu tahun anggaran harus menyusun APBDes yang dialukan oleh pemerintah desa. Pemerintah desa dalam melakukan penyusunan APBDes dimulai dari tahap perencanaan atau pengganggaran samapai dengan disetujui dan disahkannya Peraturan desa (Perdes) mengenai APBDes di Desa Wiyono.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembaasan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa: Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjadikan tanggungjawab Desa mengenai Pemerintahan Desa dan termasuk tata kelola Keuangan dan Aset Desa adalah kewenangan mutlak bagi  Desa. Mengenai pelaksanaan tata kelola dan Aset Desa diatur dalam Pasal 93 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, meliputi: Perencanaan; pelaksanaan;  penatausahaan; pelaporan, dan pertanggungjawaban. Ketepatan waktu penyaluran dana desa dari rekening kas umum daerah ke rekening kas Desa Wiyono sudah tepat pada waktunya. Inspektorat melakukan analisis apakah dana desa telah diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa, bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa serta penyelenggaraan pemerintahan dan kemasyarakatan sesuai dengan teknis yang dikeluarkan oleh kementrian yang menangani urusan desa.
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